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s a1 T

Perbincangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property
. Rights (IPR) dalam dasawarsa terakhir ini, tidak hanya didominasi oleh kalangan

akademis saja, akan tetapi juga dari kalangan nonakademisi. Hal ini karena isu masalah
HKI telah menjadi isu global. Sebagaimana diketahui, pada saat-saat terakhir
disetujuinya Puturan Uruguay tentang Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan
(General Agreement Tariff and Trade, GATT) yang diikuti dengan pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WT'O) negara-negara maju
yang dimotori oleh Amerika Serikat (AS) memasukkan masalah perdagangan dikaitkan
dengan HKI (Trade Related Intellctual Property Rights, TRIPs).

Kegusaran Pemerintah AS ini dapat dimengerti, mengingat invensi di bidang
teknologi, merek dagang, dan karya cipta lainnya yang beredar di pasar domestik
khususnya di negara-negara berkembang acapkali merupakan duplikasi atau tiruan
dari hasil karya orang lain. Untuk itu tidaklah mengherankan, apabila pemerintah AS
memasukkan negara tersebut ke dalam daftar negara yang diawasi (watchlist) dalam
pelanggaran HKI.

Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan dalam pembentukan WTO
telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Untuk itu,
pemerintah Indonesia pun harus menyesuaikan peraturan perundangan-undangan di
bidang HKI yang sudah ada dengan semangat yang ada di TRIPs.

Oleh karena itu, menjelang akhir tahun 2000 hingga pertengahan tahun 2002,
Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berhasil merampungkan sejumlah
ketentuan di bidang HKI, antara lain:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;

6.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

A S S

Buku ini berisi uraian masalah-masalah yang berhubungan dengan HKI. Untuk
membantu para pembaca dalam memahami tata cara memperoleh HKI, dalam buku ini
juga dilampirkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan suatu
harapan dapat membantu pembaca dalam menelusuri lika-liku dan mendalami lebih
jauh makna yang terkandung dalam HKI itu sendiri. Hal ini dirasakan penting, mengingat
di masa mendatang HKI merupakan suatu primadona dalam aktivitas dunia bisnis.
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Penerbitan buku ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai
pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yogia S Meliala,
selaku Direktur Penerbit Yrama Widya yang terus mendorong penulis agar selalu
meluangkan waktu untuk menulis sampai akhirnya buku ini selesai dibuat. Walaupun
penulis menyadari, bahwa apa yang dituangkan dalam buku ini masih sangat sederhana.
Oleh karena itu, penulis membuka lebar kritik dan saran dari para pembaca, demi
penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga kehadiran buku ini dapat
menambah kepustakaan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Hak Kekayaan "f
Intelektual. |

Bandung, Mei 2006

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MUNCULNYA HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights
(IPR) sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional dan bahkan
internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia atau World
Trade Organization (WTO). Pembentukan WTO sendiri mempunyai sejarah yang cukup
panjang, yakni ditandai dengan masalah perundingan tarif dan perdagangan (General
Agreement Tariff and Trade, GATT). Dalam putaran terakhir pada tahun 1994 di Maroko
(Marakesh) ditandatangani oleh sejumlah negara peserta konferensi pembentukan
WTO. Indonesia sendiri telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1995. Salah satu bagian yang cukup penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah
Lampiran IC yakni tentang Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan perdagangan
(Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs)!.

Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu pelopor pembentukan WTO, mengaitkan
masalah perdagangan dengan HKI. Sebenarnya organisasi yang menangani masalah
HKI jauh sebelum lahirnya WTO sudah ada yakni WIPO (World Intellectual Property
Organization) badan khusus PBB, namun WIPO dianggap kurang kuat dalam
melindungi HKI. '

Dengan dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization
(WTO), maka isu masalah Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Right)
semakin muncul ke permukaan. Mengapa? Hal ini muncul karena masalah perdagangan
yang dewasa ini semakin mengglobal dicoba untuk dikaitkan dengan HKI (Trade Related
Intellectual Property Rights, TRIPs). Prinsip dasar yang tercantum dalam TRIPs yakni:

1. Perlakuan sama (National Treatment) terhadap semua warga negara.
2. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu.
3. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan.

Sedangkan tujuan perlindungan HKI digunakan untuk inovasi teknologi atau
penyebaran teknologi dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi serta menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Indonesia sendiri telah mengantisipasi masalah ini. Hal ini dapat dilihat dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam UU ini disebutkan,
atas permintaan pemilik barang atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, Ketua
Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea
dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau
ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan
hasil pelanggaran merek dan hak cipta dilindungi di Indonesia (Lihat Pasal 54 Undang-
Undang Kepabeanan)?.

Dari latar belakang munculnya WTO tersebut, dapat dipahami bahwa masalah
HKI berkaitan erat dengan dunia bisnis. Untuk itu, tidaklah mengherankan apabila

' Secara lengkap ketentuan TRIPs, lihat lampiran dalam buku.
2 Bunyi selengkapnya UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan lihat lampiran dalam buku
ini.
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para pelaku bisnis mengeluarkan banyak dana untuk melakukan penelitian dan
pengembangan dari hasil yang sudah ada. Tujuan dari riset tersebut yaitu untuk
mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, ataupun melakukan suatu
penelitian dalam bidang teknologi, yang hasilnya kelak dapat dijual.

Dalam situasi seperti ini, memang dituntut kreativitas yang cukup tinggi dari pelaku
bisnis, inventor dan kreator yang melahirkan hasil karya dan kreasi yang mempunyai
nilai jual di kemudian hari. Hasil karya yang dilahirkan tersebut, di samping mempunyai
nilai ekonomis, juga mempunyai implikasi yuridis. Hal ini disebabkan apabila dilihat
dari sudut pandang hukum antara pihak® yang melahirkan suatu kreasi dengan hasil
kreasinya ada hubungan yang erat. Hubungan hukum yang dimaksud yaitu adanya
hak yang melekat pada hasil kreasi orang yang bersangkutan, baik hak moral (moral
rights) yang berarti namanya sebagai pencipta tercantum dalam hasil karya tersebul,
maupun hak ekonomis (economic rights) yang berarti ia berhak menikmati hasil (royalty)
dari penjualan hasil karyanya. Hak inilah dalam sudut pandang hukum dikenal dengan
Intellectual Property Rights (IPR) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, .

Apakah HKT ada hubungannya dengan hak kebendaan? Apabila dipelajart dalam
kepustakaan Hmu Hukuim, dapat diketahui bahwa HKT dikelompokkan ke dalam hak
kebendaan, Sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Subckt®, pengertian luas dari
perkataan bendaialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Ada juga perkataan
bendaitu dipakai dalam arti sempit yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada
lagi ia dipakai, jika dimaksudkan sebagai kekayaan sescorang saja. Jika perkataan
benda dipakai dalam arti kekayaan sescorang, maka berdasarkan pernyataan tersebut
benda yang ada di dalamnya juga meliputi barang-barang yang tidak dapat terlihat
yaitu hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan.

Apabila pendapat tersebut dikaitkan dengan masalah HKI, maka dapat dikemukakan
bahwa hak tagih ternyata dapat dikelompokkan dengan HKI. Yang menjadi pertanyaan
adalah kapan hak kekayaan tersebut melekat kepada yang bersangkutan? Dengan kata
lain, apakah terbitnya Hak Atas Kekayaan ini apakah muncul dengan sendirinya atau
harus melalui suatu proses hukum yang harus diikuti.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam l\epu%lal\aan ilmu hukum
muncul beberapa teori yang mencoba memberikan jawaban®, yakni:

a. Teori Perjanjian (The Bargain or Contract Theory). Menurut teori ini, jika
seseorang diberi hadiah atau penghargaan atas usaha ciptaannya, maka ia akan
dirangsang semangatnya untuk mengusahakan terciptanya penemuan baru. Hadiah
atau penghargaan itu dalam perlindungan hukum oleh negara diberikan selama
jangka waktu tertentu.

b. Teori Hak Asusi (The Natural Rights Theory). Menurut teori ini penemuan adalah
hasil usaha mental dari sescorang, yang oleh kurena itu menjadi hak miliknya. Ia

3 Yang dimaksud dengan Pihak di sini, mungkin Pencipta (untuk Hak Cipta); Invensi (untuk
Paten) atau pemilik merek.

4 Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Rl No. M.03.PR.07.10.
Tahun 200 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat
NO. 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual dapat disingkat dengan akronim HKI atau
HakKl. (Lihat A.Zen Umar Purba, "Pokok-pokok kebijakan Pembangunan Sistem HakKl
Nasional', dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, April 2001),

5 R. Subekti, Pokok-pokok Dari Hukum Perdata, Jakarta: Pembimbing Masa, 1965. Cet. 6
Hal, 41.

8 Harsono Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, Jakarta: Akademlka Presindo, 1989.
Cet. 1 Hal. 17.
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bebas menggunakan haknya dan karena itu tidak ada kewajiban untuk
mengungkapkan (disclosure) penemuan yang dihasilkannya. Namun agar orang
Jain dapat mengetahui adanya penemuan itu, guna menghasilkan penemuan baru
sebagai kelanjutannya, maka negara memberi hak khusus kepada penciptanya
dengan memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu.

Dari kedua teori di atas, terlihat bahwa muncuinya hak kekayaan intelektual tidak
muncul begitu saja, akan tetapi perlu ada campur tangan negara. dalam arti negara
memberi pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya
tersebut, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada
orang lain. Di sinilah terlihat adanya karakteristik HK1. Berdasarkan pemikiran ini ada
beberapa alasan mengapa HK1 dilindungi yakni:

a.  Suatu hasil karya intelektual mengandung langkah inisiatif. Kreativitas perlu
dihargai atas jerih payahnya.

b. Suatu hasil karya bersifat terbuka, harus diurai maka perlu ada imbalan (Royalti)
bagi inventor/kreator.

c. Pemilik rahasia dagang, rentan terhadap pelanggaran.

1.2PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Beberapa literatur tentang pengertian HKIT.

a.  W.R. Cornish’, memberi rumusan sebagai berikut Intellectual Property Rights
protects applicants of ideas and informations that are of commercial value.

b. SriRedjeki Hartono® mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakikat-
nya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak
tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan
hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur d'm syarat-
syarat yang harus dipenuhi.

Jadi hakikat HKT adalah adanya suatu kreasi (creation). Kreasi ini mungkin dalam
bidang kesenian (Arf), bidang industri, ilmu pengetahuan ataupun kombinasi dari
ketiganya.

Oleh karena itu, apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat
perlakuan khusus? atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur
tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud di sini adalah melakukan
pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Perlunya
melakukan pendaftaran tersebut mengingat, di era globalisasi ini arus informasi datang
begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antarnegara (borderless state). Sehingga
tidaklah mengherankan apabila HKI merupakan salah satu obyek bisnis yang cukup
diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan,
ketimbang harus memulai dari nol.

Seperti yang dikemukakan oleh S. Kajatmo'?, dalam era perdagangan dunia

7 W.R. Cornish. Intellectual Property. London Sweet & Maxwell, 1989.

8 Sri Redjeki Hartono, “Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual’,
Semarang : Pascasarjana Program Studi llmu Hukum Undip, 1993. Hal. 2

9 Perlakuan khusus ini tampak dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha tidak sehalt, Dalam UU |ni disebutkan, HKI dikeculaikan dari UU ini (Lihat
Pasal 50).

10 Lihat Kompas, edisi Senin 8 September 1998. Him. 13.
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bebas menggunakan haknya dan karena itu tidak ada kewajiban untuk
mengungkapkan (disclosure) penemuan yang dihasilkannya. Namun agar orang
lain dapal mengetahui adanya penemuan itu, guna menghasilkan penemuan baru
sebagai kelanjutannya, maka negara memberi hak khusus kepada penciptanya
dengan memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu.

Dari kedua teori di atas, terlihat bahwa munculnya hak kekayaan intelektual tidak
muncul begitu saja, akan tetapi perlu ada campur tangan negara, dalam arti negara
memberi pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya
tersebut, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada
orang lain. Di sinilah terlihat adanya karakteristik HKI. Berdasarkan pemikiran ini ada
beberapa alasan mengapa HKI dilindungi yakni:

a.  Suatu hasil karya intelektual mengandung langkah inisiatif. Kreativitas perlu
dihargai atas jerih payahnya.

b. Suatu hasil karya bersifat terbuka, harus diurai maka perlu ada imbalan (Royalti)
bagi inventor/kreator.

c. Pemilik rahasia dagang, rentan terhadap pelanggaran.

1.2 PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Beberapa literatur tentang pengertian HKI.

a. W.R. Cornish’, memberi rumusan sebagai berikut Intellectual Property Rights
protects applicants of ideas and informations that are of commercial value.

b. Sri Redjeki Hartono® mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakikat-
nya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak
tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan
hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-
syarat yang harus dipenuhi.

Jadi hakikat HKI adalah adanya suatu kreasi (creation). Kreasi ini mungkin dalam
bidang kesenian (Arf), bidang industri, ilmu pengetahuan ataupun kombinasi dari
ketiganya.

Oleh karena itu, apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat
perlakuan khusus? atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur
tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud di sini adalah melakukan
pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Perlunya
melakukan pendaftaran tersebut mengingat, di era globalisasi ini arus informasi datang
begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antarnegara (borderless state). Sehingga
tidaklah mengherankan apabila HKI merupakan salah satu obyek bisnis yang cukup
diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan,
ketimbang harus memutai dari nol.

Seperti yang dikemukakan oleh S. Kajatmo'?, dalam era perdagangan dunia

7 W.R. Cornish. Intellectual Property. London Sweet & Maxwell, 1989.

8 Sri Redjeki Hartono, “Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual”,
Semarang : Pascasarjana Program Studi llmu Hukum Undip, 1993. Hal. 2

9 Perlakuan khusus ini tampak dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha tidak sehal. Dalam UU ini disebutkan, HKI dikeculaikan dari UU ini (Lihat
Pasal 50).

10 Lihat Kompas, edisi Senin 8 September 1998. Him. 13.
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sekarang ini hendaknya hak cipta segera didaftarkan agar setiap pencipta, penemu
atau pelaku ekonomi tidak akan mudah dijatuhkan oleh pihak lain.

Jadi di sini terlihat, bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan HKI mempunyai
peranan penting dalam dunia bisnis. Mengapa? Karena ada jenis HKI yang secara
teoritis tidak perlu didaftarkan, namun tetap dilindungi, dalam arti apabila hasil karyanya
diumumkan oleh yang berhak, maka pada saat itu hak tersebut sudah dilindungi. Hanya
saja, apabila ada pelanggaran HKI sulit untuk membuktikan bagi pemegang HKI yang
tidak mendaftarkan haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak
tersebut. Sebagai contoh kasus batik yang dibuat di Indonesia, yang didaftarkan oleh
pengusaha Jerman di negaranya dan oleh pengusaha Jepang di negaranya. Akibatnya
impor batik dari Indonesia ke kedua negara tersebut mendapat hambatan, mengapa?
Karena batik yang datang dari luar dianggap melanggar HKI'".

1.3 RUANG LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam kepustakaan ilmu hukum HKI pada umumnya dibagi menjadi dua golongan,
yakni sebagai berikut.
1. Hak Cipta (Copyright)
2. Hak atas Kekayaan Industri (Industrial Property) yang terdiri dari :
a.  Hak Paten (Patent);
b. Hak Merek (Trademark),
¢.  Hak Produk Industri (Industrial Design);
d.  Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (Represion of Unfair Competition
Practices)'2,
Jika dicermati dalam ketentuan TRIPs, HKI dapat digolongkan dalam 8 (delapan)
golongan, antara lain:
Hak Cipta dan Hak terkait lainnya;
Merek Dagang;
Indikasi Geografis;
Desain Produk Industri;
Paten;
6. Desain Lay Out (topografi) dari rangkaian elektronik terpadu;
Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
Pengendalian atas praktik persaingan curang.

S
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Bagaimana halnya di Indonesia, apakah semua HKI yang dimaksud di atas, sudah
diatur dalam Undang-Undang tersendiri? Apabila diperhatikan peraturan perundang-
undangan HKI di Indonesia, tampaknya semua hal tersebut di atas sudah diatur dalam
undang-undang tersendiri, antara lain:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Rangkaian Tata Letak
Sirkuit Terpadu.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

W -

' Lihat Kompas edisi September 1997. Him. 10.
12 Lihat Bambang Kesowo, “Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektuaf’,
Jakarta, 1987. Him. 17.
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